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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO 
 
NOMOR : 17                                                TAHUN : 2012  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR  17  TAHUN  2012 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, 

optimalisasi penyelenggaraan penegakan 
peraturan daerah, ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat diperlukan organisasi perangkat 
Daerah yang proporsional, efektif dan efisien 
dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, 
karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah; 

b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 
8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sudah 
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tidak sesuai lagi dengan kondisi, kebutuhan 
daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik 
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi 
satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1951 Nomor 101); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 
2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja; 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo    
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1   
Seri E);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

dan 
BUPATI KULON PROGO 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA. 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 
dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan  Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
4. Satuan  Polisi  Pamong  Praja yang selanjutnya 

disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat 
daerah dalam penegakan Peraturan Daerah 
dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat.  
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5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP 
sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam 
penegakan Peraturan Daerah dan penyeleng-
garaan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat. 

6. Ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat adalah suatu keadaan dinamis 
yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan masyarakat dapat melakukan 
kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan 
teratur. 

7. Perlindungan masyarakat adalah suatu 
keadaan dinamis dimana warga masyarakat 
disiapkan dan dibekali pengetahuan serta 
keterampilan untuk melaksanakan kegiatan 
penanganan bencana guna mengurangi, 
memperkecil akibat bencana, ikut memelihara 
keamanan, ketenteraman dan ketertiban 
masyarakat, serta kegiatan sosial 
kemasyarakatan. 

8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah 
kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang 
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu 
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau 
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan 
untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan 
dengan angka kredit. 

 
BAB II 

 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan 
Polisi Pamong Praja 
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BAB III 

 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 3 

 
Satpol PP merupakan perangkat Pemerintah 
Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 4 

     
Satpol PP mempunyai fungsi :  
a. penegakan perundang-undangan Daerah; 
b. penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat; dan  
c. perlindungan masyarakat. 

 
Pasal 5  

 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai 
tugas : 
a. melaksanakan penegakan perundang-

undangan Daerah; 
b. melaksanakan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat; 
c. melaksanakan perlindungan masyarakat;  
d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan; dan 
e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan 

oleh Bupati. 
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Pasal 6 

 
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong 

Praja terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Penegakan Perundang-undangan 

Daerah; 
d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat; 
e. Seksi Perlindungan Masyarakat;  
f. Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan; 

dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas 
masing-masing unsur organisasi Satpol PP 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

(3) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 7 

 
(1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit 

Pelaksana Satpol PP. 
 

(2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh seorang Kepala Satuan. 
 

(3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada 
Kecamatan. 
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BAB IV 

 

ESELON  

 

Pasal 8 

 
(1) Kepala Satpol PP merupakan jabatan 

struktural Eselon III.a 
 

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala 
Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan 
merupakan jabatan struktural Eselon IV.a 

 
BAB V 

 

TATA KERJA 

 

Pasal 9 

 
(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik 
secara vertikal maupun horizontal.  
 

(2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan 
Satpol PP bertanggung jawab memimpin, 
membimbing, mengawasi, dan memberikan 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, 
dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
 

(3) Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol 
PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala 
tepat pada waktunya.  


